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Memeriksa dan memutus pada tingkat p:ttT" dan terakhir Pengaduan

P lL-Dl<PP lvll2ols v"'; direltstrasl d.""'t Perkara Nomor:
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I. IDENTITAS PENGADU DAI{ TERADU

Nomor:193-
231-PKE-

Kode Etik

Sulawesi Barat
------ Teradu I;

Sulawesi Barat

t1.21

[1.U PENGADU
Nama
Pekerjaan/Lembaga
Alamat
SelanjutnYa disebut

SelanjutnYa disebut sebagai

3. Nama : Ahma

: Ahmadi
: Sekretris DPC PDI Perjuangan

, ,i OO*"a^t" Katjo Kel' Simboro Kec' Somboro' Kab' Mamuju

sebagai--------- 
Pengadu;

TERADU
1. Nama : Ilamdan Dangkaag- 

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mamuju

Alamat Kantor : JI' H' Mustafa Katjho' Kabupaten Mamuju'

Selanjutnya disebut sebagai---------

2. Nama : Asrlani- 
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten lamuju
Alamat Kantor : 'lt'"i' Mustafa Katjho' Kabupaten Mamuju'

.Iabatan
Alamat Kantor

d Amran Nur
: Anggota KPU KabuP

: Jl. H. Mustafa Katjh , Sulawesi Barat
Teradu III;

Teradu II;

aten Mamuju
o, KabuPaten Mamuju

Selanjutnya disebut sebagai---------

1

4. Nama : Ilesdaris
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju

Alamat Kantor : ;r'"ri' Mustafa Katjho' Kabupaten Mamuju' Sulawesi Barat

Selaljutnya disebut sebagai--------- ----- Teradu IV;

5. Nama : Muhammad Rlval

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Mamuju

Alamat Kantor : Jl'Ii' Mustafa Katjho' Kabupaten Mamuju' Sulawesi Barat

Selanjutnya disebut sebagai--------- ------ Teradu V;

6. Nama : Rahmad Saleh

Jabatan : Ketua PPK Kecamatan Mamuju

AlamatKantor:Jl.H.MustafaKatjho,KabupatenMamuju,sulawesiBarat
Selanjutnya disebut sebagai--------- ----- Ters.fu Vl6 ':

l/;/di,r, E\',
f\"\

,..j.., .



7. Nama : M. Sablr Saleh
Jabatan : Anggota PPK kecamatan Mamuju
Alamat Kantor : Jl' H. Mustafa lhtjho, Kabupaten N{amuju,

Selanjutnya disebut sebagai---------
Teradu I s.d Teradu VII selanjutnya disebut sebagai-----------------

Sulawesi Barat
--- Teradu VII;

Para Teradu.

tr. DUDUKPERXARA

[2.U I'RAIAN PINGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan

Pengaduan Nomor: 193-P/L-DKPP lvll2Ol9 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor:

2I3-PKE-DKPP lVll/2olg, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan

uraian sebagai berikut:
pada Tanggal 20 Aprit 2019 Pengadu mengikuti Rapat Pleno PPK Mamuju, saat itu
Pengadu mulai menanyakan Model c1 Hologram yang dibacakan PPK Mamuju tentang

keberadaan Data Pemilih Khusus dalam Model A.DPK-KPU yang seharusnya berada

dalam kotak suara sebagai dasar penentuan Jumlah Pemilih yang terdata dalam

Daftar Pemilih Khusus dalam Model A.DPK-KPU. Namun Penjelasan Ketua PPK

(Teradu 6) Menyatakal bahwa KPU tidak mendistribusikan Form Model A.DPK-KPU

sehingga data tersebut tidak ada dalam Kotak Suara. Saat dirr-inta klarifikasi terhadap

Panwascam (Imat Totori) yang bertugas saat itu, Panwascam nenjelaskan bahwa data

yang ditulis dalam c1 Hologram pada Data Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus

diambil dari Model c7.DPK-KPU. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 3 Tahun

2019. Bahkan Pengadu diminta untuk keberatan dituaagkan dalam Model DA2-KPU.

Pada tanggal 6-7 Juni Tahun 2019 Pengadu mempertanyakan atas adanya

ketimpangan data Pengguna Hak Pilih pada DPT dan DPK yang tidak sama jumlahnya

pada 5 Jenis Pemilihan (PPWP,DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)

dan meminta kepada PPK melakukan pencermatan terhadap ketimpangan data

tersebut terhadap Model DAA1 Plano namun PPK menolak dengan aiasan bahwa

Rekapitulasi Tingkat Desa dan Kelurahan telah dilakukarr dan akan dipindahkan
kedalam Model DAI-KPU dan PPK meminta kepada Pengadu untuk menuangkan

dalam Kejadian Khusus Model DA2-KPU. Disaat yang sama anggota Panwascam

mengirimkan Pesan whatsapp mempertanyakan substansi atas petmintaan
pencermatan oleh Pengadu dan meminta Pengadu untuk mempertanyakan kembali

karena PPK tidak meminta pertimbaagan dari Panwascam sebelum heminta kepada

Teradu menuangkan dalam Model DA2-KPU. Nahun PPK juga meminta Panwascam

untuk menuangkan dalam Model DA2. Pada pukul 20.41 Panwascam meminta
Pengadu untuk membawa mandat Saksi karena PPK telah merencanakan penertibaa

administrasi padahal Pengadu sudah mengajukan Mandat pada tanggal 20 April 2019.

Pada saat hadir dalam Rapat Lanjutan Teradu VIl langsung membacakan seluruh
mandat yang masuk dan Mandat Pengadu dihilangkan padahal Pengadu tidak pernah
melakukan penarikan Mandat. Saat Pengadu Minta Klarifikasi karena Pengadu juga
merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan yang menandatangar:i Mandat Saksi PPK

bersama Ketua DPC PDI Perjuangan narnun Teradu Il menggunakan kekuasaan yagg: --
beriebihan (abuse of power) meminta kepada parat Kepolisian agar Pengadu,'^

-u/
2

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu ;

Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar Keterangan saksi;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dart

Memeriksadanmempelajaridenganseksamasegalabuktiyangdiajukan
Pengadu dan Para Teradu.



dikeluarkan paksa dari ruang Rapat Pleno. Saat Pengadu menjalankan perintah
Panwascam untuk membuat mandat baru Teradu II masih mempersulit Pengadu

untuk kembali membuat surat penarikan Mandat yang sesungguhnya tidak diatur
dalam PKPU 4 Tahun 2OL9. Karena perintah Teradu II didukung oleh Kepolisian maka
Pengadu kembali dan membuat Surat Penarikan Mandat sesuai Permintaan Teradu IL
Hingga proses Pleno PPK selesai Pengadu sudah tidak bisa lagi mengikuti proses

rekapitulasi hingga pending karena Teradu I hadir dalam ruang Rapat Pieno dan
meminta agar dilakukan pencermatan atas aduan pengadu namun tidak dilaksanakan
sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019. Teradu I, Teradu II dan
Teradu VII hanya melakukan pencermatan dalam komputer hingga saat akan
dilakukan skorsing sidang Pengadu meminta agar pencermatan dilakukan bersama -
sama dengan Saksi. Pada tanggal 8 Juni 2Ol9 Pengadu sudah bertugas sebagai Saksi
PDI Perjuangan datam Rapat Pleno Tingkat Provinsi dan dalam pesan Anggota
Panwascam menyarnpaikan sudah semua Anggota KPU dan senantiasa meminta
untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan pencermatan namun yang
bersangkutan mengatakan bahwa dia juga dipanggil ke Bawaslu Kabupaten dan
digantikan oleh Anggota Panwascam Imat Totori. Pada tanggal 24 April KPU

mengeluarkan Surat Penyampaian yang berisi Pemungutan Suara Ulang.

l2.zlPEf,rTUM PENGADU
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Teradu Teradu 1, Teradu II dan Teradu IV terbukti melanggar Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I dan Teradu II atas

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilalnr Penyelenggara Pemilu;
4) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu IV, VI dan VII atas

pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
5) Merehabilitasi nama baik Teradu III dan Teradu V atas pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
6) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,

ntohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aeEto et borto).

[2.3] BUKTr PENGADU
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu firengajukan alat bukti P-1 s.d P-

13 sebagai berikut:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

Form Model DAI-PPWP Kecamatan Mamuju;

Form Model DAI-DPR Kecamatan Mamuju;

Form Model DAI-DPD Kecamatan Mamuju;
Form Model DAI-DPRD Provinsi Kecamatan Marnuju;;

Form Model DAI-DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamuju;
Surat Penyampaian KPU No. 90/PL.O1.7.PY lT602|KPU.KablIV l2Ol9;
Foto 6 (enam) Lembar DA2-KPU;

Rekaman Video tanggal 20 April 2Ol9 nama file
video_2O l9O 42O _203827 ;

Rekaman Video tanggal 20 April 2019 rtama
video_2 0 19 O 42O _2O 49 | 4 ;

3

P-9



t2.

13.

P-10

P-i1

P-t2

P-13

Rekaman Video tanggal
video-20 190507-0 1 5009 ;

Rekaman Video tanggal
video-2O 190507 -1456 

12:,

Rekaman Video tarrgga-l

video-20 190507 23 19 19 ;

Screenshoot Pesan WhatsaPP.

7 Mei 2019 narna file

7 Mei 2Ol9 nama file

7 Mei 2Ol9 nama file

[2.4] SAISI PENGADU
Ba},wa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi,

FIRMAN
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sida:rg DKPP bahwa tidak

teralu paham soal permasalahan pengadu, namun saksi hadir pada rekapitulasi ppk

mamuju dan tidak hadir di kecamatan simboro. saksi menjelaskan bahwa pengadu

hadir dalam rekapitulasi. saksi tidak melihat surat mandat pengadu karena saksi

datang terlambat. saksi tidak ingat bahwa ada permasalahan peflgadu. saksi tidak

ingat tanggal rekapituiasi tingkat kecamatan. saksi hadir pada hari dua dan 3, saksi

hadir pada hari pembagian panel, hari keempat pengadu hadir. saksi tida-k terlalu

fokus ke pengadu dan hanya fokus ke rekapitulasi saksi tidak ingat tanggapan ppk dan

panwas terkait keberatan pengadu saksi melihat yang hadir dalam rekapitulasi adalah

teradu.

Muhammad llatta Kalnang
Memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan Majetis sidang DKPP bahwa

saksi berada di lokasi rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan, ya]1g bertugas

memantau pelaksalaan tugas saksi Partai Nasdem. Sempat melihat dinamika yang

terjadi pada pelaksanaan rapat pleno karena perdebatan antara Pengadu dengan PPK

Mamuju soa.l data pemilih, tidak adanya formulir A.DPK-KPU, dan soa-l mandat saksi.

Saksi menyatakan turut memberi masukan kepada PPK soal maadat saksi setiap

peserta Pemilu harus jelas dall didajtar oleh PPK. Saksi setuju dan mendukung PPK

menertibkan saksi yang tidak ada mandat supaya ditertibkan.

[2.s] xrslrMPULAN PENGADU
Setelah sidaag pemeriksaan digelar, Pengadu memberikan kesimpulan bahwa:

Sebagaimana diatur dalam PKPU 11 Tahun 2018 Pasa.l 1 bahwa Daftar Pemilih Khusus
yang selanjutnya disingkat DPK adalah Daftar Pemilih yang memiliki identitas
kependudukan tetapi belum terdartar sebagai Pemilih da-larn DPT dan DPTb. Demikian
pula dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (4) bahwa pemilih dalam DPK sebagaimana

dimaksud da1am ayat (2) di daftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam
KTP-el. Lebih lanjut dij elaskan dalarrr ayat (5) menyebutkan DPK sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disusun menggunakan Formulir Model A.DPK-KPU. Dalam

format Model A.DPK-KPU sebagaiman dalam Lampiran PKPU 11 Tahun 2018 memuat
No, No.KK, NIK, Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin,

Alamat, Disabilitas dan Keterangan yang disahkar dan ditandatangani oleh I(etua
Kelompok Penyelenggara Pemungu.tan Suara (KPPS).

Untuk memastikan ba-hwa setiap warga negara dalam menyalurkan hak pilih one man
one uote maka KPU menyiapkan Daftar Salinan Model A3-KPU, Model A4-KPU dan
Model A.DPK-KPU sebagai bentuk transparansi kepada publik berupa Daftar Pemilih
DPT, DPfb dan DPK. Didalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 95 bahwa, Formulir
yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS,

terdiri atas formulir: Poin gg Model A.DPK-KPU yang merupakan daftar Daftar Pemilih
Khusus, untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagar p.*ilih:\

o '*' 
.,'

10.

11.



daiam DPT dan DPTb, narnun memenuhi syarat yang dilayani pengguna hak pilihnya
pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el.
Dalam pokok-pokok aduan pengadu mengingat pentingnya keberadaan Fomulir Model
A.DPK-KPU di seluruh TPS sebanyak 757 TPS yang harus ditetapkan oleh Ketua
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah kerja KPU Kabupaten
Mamuju sangat mempengaruhi kualitas hasil Pemilu karena Pemilih DPK Sejumlah
11.711Pemilih DPK dalam hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Mamuju tidak memiliki
datadata sebagaimana yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, PKPU 11 Tahun
2018 dan PKPU 3 Tahun 2019.
Fakta persidangan Dalam keterangan yang disampaikan teradu 4 dalam sidang DKPP
saat ditaaya oleh yang Mulia Majelis tentang apa pentingnya Model A.DPK - KPU?

saudara teradu 4 menjelaskan bahwa pada prinsipnya daftar Daftar Pemilih Khusus
sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga Formulir Daftar Pemilih
Khusus tidak diturunkan oleh KPU Mamuju ke setiap TPS. Untuk mengisi Formulir
C 1-KPU dalam Data Pemilih berupa Daftar Pemilih Khsusus Menggunakan Model
C7.DPK-KPU. Saat yang Mulia Majelis mempertegas bahwa apakah seseorang bisa
menggunakan hak pilih tanpa di daftar terlebih dahulu? Jawaban teradu 4 dengan
tegas menyatakan bahwa sudah ada C7.DPK-KPU yang merupakan daftar Hadir
Pemilih.
Terkait hal tersebut Teradu 1 memberikaa keterangan lain dengaa Teradu 4 bahwa
keberadaan Model A.DPK-KPU sangat penting akan tetapi KPU Kabupaten Mamuju
tidak melakukan pengadaan dan distribusi logistik Model A.DPK-KPU dengan alasan
karena logistik merupakan bukan kewenangan KPU Kabupaten melainkan kewenangan
KPU Provinsi.
Keterangan berbeda oleh pihak terkait dari Bawaslu atas Nama Saudara Faisal
Jumalang saat ditanya LHP masalah Model A.DPK-KPU. Saudara Faisal rnenerangkan
bahwa sehari sebelum pemilihan yaitu tanggal 16 Aprii 2019 sudah mempertanyakan
ke KPU tentang Model A.DPK-KPU yang belum ada? Dalam keterangan tambalaa oleh
saudara Faisal Jumalang bahwa KPU Kabupaten Macruju ffrengatalan ba-hwa
kekurangan logistik akan datang paling lambat jam 08.00 - 10.00 Wita tanggal 17 April
2019. Saat yang Mulia Majelis mempertegas apakah yang dimaksud Logistik termasuk
didalamnya Model A.DPK-KPU? Saudara Faisal Jumalang Menerangkan bahwa Iya
termasuk didalamnya.
Adapun keteralgan ya:rg disampikan oleh Teradu 2 bahwa sudah hemerintahkan
kepada seluruh TPS untuk membuat secara Manual dengan kertas biasa, bagi pengadu
ha1 ini tidaklah logis sebab apakah mungkin penyampaian tersebut bisa sampai
keseluruh TPS sebanyak 757 TPS di wilayah kabupaten Mamuju dalam waktu kurang
dari 1 (satu) hari dari tanggal pelaksanaa yaitu tanggal 16 April 2019?. Dan meskipun
demikian dilakukan ha1 ini sudah tidak sesuai dengan PKPU 11 Tahun 2018 serta
PKPU 3 Tahun 2019.
Dalam keterangan yang pengadu sampaikan dalam sidang DKPP bahwa hingga saat ini
pihak teradu tidak dapat membuktikan keberadaan sejumlah Data 11.711 Pemilih DPK
demikiar pula Data Pemilih yang ada di Kecamatan Mamuju sebanyak 3.872 data
pengguna hak Pilih DPK yang jumlah pengguna mencapai 3.522 atat 12,44 o/o dari
total pengguna DPT di Kecamatan Mamuju dalam fakta sidang keberadaan data
tersebut baik dalam jawaban tertulis oleh Teradu maupun di persidangan tidak
mampu dibuktikaa.
Bahwa jawaban secara tertulis teradu oleh dalarn poin 2 yang menerangkarr '...Namun
Pengadu bukan saksi yang dimandat oleh DPC PDIP Kabupaten Mamuju untuk
mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehaa suara di
kecamatan Mamuju..." tidaklah benar karena Pengadu merupakan Saksi Resmi yang
memasukkan mandat pada tanggal 20 April 2019 oleh Saksi Partai PDI Perjuanga4.{rrr-

I'i,.7s 1.'- 
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Jabir hal ini dibuktikan dengan Video dalam Penjelasan sekretariat PPK saudari inci
yajlg bertugas di tanggal 7 Mei 20L9 dalam Video tersebut mengungkapkan Ketua ppK
Bapak Rahmad Saleh mengakui bahwa pengadu sempat didatam dan dijelaskan detail
oleh sekretariat PPK saudari Inci " cari ini register Mandattae 820 iye dia memang dulu
waktu kan pertarna satu panel kecamataaji to pak, duaji saksi mefrang na/na yang
masuk jabir sama ahmadi..." Demikian Pula Keterangan Tertulis dalarn poin 2 paragraf
4 "Menurut teradu 7 (Saksi dari PPK Mamuju) bahwa pengadu bukan yarlg dimandat
jadi saksi dari DPc PDIP Kabupaten Mamuju untuk mengikuti rekapitulasi
dikecamatan dikecamatan mamuju, yang dimandat sebagai saksi dari pDIp pada
Rekapitulasi Kecamatan Mamuju adalah saudara Jabir darr Firmarr". paktanya adalah
saudara Firman merupakan saksi dari Pasangan Calon presiden dan wakil presiden
Nomor Urut 1 Ir. H. Joko Widodo dan Prof Dr KH Ma,ruf Amin.
Bahwa dalam keterangaa dalam sidang Perrgadu menerangkan kejadian di tanggal 2o
April 2019 hanya meminta salah satu bukti fisik dari Formulir Model A.DpK-I(pU yang
menj adi dasar pemindahan oleh KPPS kedalam formulir cl-Kpu dalam kolom Data
Pemilih Daftar Pemilih Khusus (Model A.DPK-KpU) namun j awaban dari Ketua ppK
(saksi teradu Rahmad Saleh)saat itu bahwa tidak ada Model A.DpK-Kpu dalam kotak
suara karena memang tidak didistrubsikan secara terstruktur oleh KpU. Namun
Anggota PPK la.in Saudara M. Sabir saleh (saksi reradu M. Sabir Saleh) mengatakan
bahwa formulir Model A.DPK-KPU tersebut ada dida]am kotak suara. Hal ini
dibuktikan dalam Video milik Pengadu

Jawabarr para Teradu pada poin 2 patagraf 6 yang menerangkan bahwa ...,,adalah
tidak benar pengadu menjelaskaa di kronologi aduannya pada paragraf 2 bahwa
tanggal 6-7 juni 20 19 pengadu mempeftanyakan hal yang dimaksud diatas,,...
keterangan ini tidaktah benar menurut pengadu karena faktanya sej ak ta,,ggal 6 - 7
Mei Pengadu hadir dan mempertanyakaa sejumlah ketimpangan data pengguna Hak
Pilih DPK hal ini dapat dibuktikan dalam dokumentasi pengadu pukul 01.50;s8
kehadiran teradu 1 dan teradu 2 disaksikan oleh saksi reradu saudara Agus (Devisi
Pengendali Kemanan) dan Anggota PPK Kecamatan simboro mela-kukan pencermatan
dalam Komputer milik PPK atas sanggahan dari Pengadu terkait ketimpangan data
pengguna DPK. demikian pula Teradu 3 hadir pada saat itu Video Rekaman pengadu
pada tanggal 7 Mei 2Ol9 pukul 01.57 dini hari oleh Komisioner KpU Kabupaten
Mamuju Teradu 3 pengadu meminta penjelasan terhadap ppK terkait ketimpangan
Pengguna Hak Pilih antara Pengguna DPK pada jenis pemilihan ppWp dan DpR.
Dalam keterangan tertulis teradu pada poin 2 paragraf 7 ,, ...anggota ppK kemudian
meminta pengadu untuk menuliskan keberatannya selama rekapitulasi berlangsung
kedalam formulir Model DA2.KPU. akan tetapi pengaduh masih bersikeras dan
memaksa untuk melakukan untuk dilakukan pencermatan kembali. Melihat Kondisi
tersebut, anggota KPU Kabupaten Mamuju (Teradu 2) Devisi teknis penyelenggaraan
atas nama Asriani atau teradu 2 yang mendampingi rekapitulasi kecamatan Mamuju
pada saat itu kemudian mengambil alih forum". demikian pula dalam poin 2 paragraf g
menyampaikan bahwa "Jika Pengadu keberatan terhadap proses rekapitulasi, mohon
dituangkan dalam formulir Model DA2.KPU". Hal ini tersebut kembali tidak diindahkan
oleh pengadu, akhirnya teradu 2 meminta aparat keamanan untuk mengeluarkan
pengadu dari forum rapat rekapitutasi. . . " Hal ini tidak benar dalam fakta persidangan.
Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 pukui 16.10 berdasarkarr perintah Ketua ppK sal<si
Teradu Saudara Ramhad saleh yang meminta kepada pengadu untuk menuangkan
keda-lam formulir kejadian khusus (DA2.KPU) dan pengadu menuangkannya sebanyak
6 (enam) lembar dan ditandatangani langsung oleh Ketua ppK Kecamatan Mamuju
Saudara Saksi Rahmad Saleh sebelum skorsing sidang untuk berbuka puasa dengan
demikian bahwa tidaklah benar Teradu 2 yang menyampaikan agar menuaagkan 
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dalam Model DA2.KPU melainkan Saksi Teradu Ketua PPK Kecamatan Mamuju
Saudara Rahmad Saleh pada pukul 16.10 Wita. Keterangan tersebut tidak sesuai
kronologi yang sebenarnya bahwa pada tanggal 7 Mei 2Ol9 Pukul 21.55 Wita Pengadu
hadir di PPK Kecamatan Mamuju saat Pengadu masuk kedalam ruang sidaag
berhadapan dengan Ketua PPK Saksi Teradu saudara Rahmad Saleh dan Sekretariat
Saudari Inci karena pengadu tidak puas atas perlakukan PPK maka pengadu
mempertanyakan keberadaan Maadat pengadu yang hilang oleh PPK padahal Mandat
tersebut telah dimasukkan sej ak tanggal 20 April 2019. Saksi Teradu saudara M. Sabir
Saleh menjelaskan bahwa pengadu tidak punya mandat. Dalam kondisi skorsing
sidang belum dicabut, Teradu 2 kemudian mengambila-lih fonrm. Pengadu yang juga
sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mamuju meminta penjelasan
kepada teradu 2 terkait keberadaan Mandat Partai yang dimasukkan ke PPK
Kecamatan Mamuju. Namun dengan nada keras penuh bentaka:r meminta kepada
aparat keamanan mengusir pengadu dari ruang sidang. HaJ ini sesuai dengan
kesaksian oleh saksi dari teradu bapak agus dari kepolisian dan saksi teradu saudara
AKP Yulianus serta salsi teradu saudara M. Sabir Sa,leh bahwa Teradu 2 dengan nada
keras mengusir pengadu dari Ruang sidang.
Dalam keterangan yang diberikan teradu 2 terkait pertanyaan yailg mulia majelis
teta-ng tupoksi sebagai wakil pendamping di PPK Kecamatan Mamuju Teradu 2
Menjelaskan melakukan Monitoring atas jalannya Proses Rekapitulasi namun dalam
keterangan tertulis dalam poin 2 paragraf 6 dan dipertegas dalam paragraf i0 "... KPU
Kabupaten Mamuju Teradu 2 mendampingi dan Mengambilalih proses rekapitulasi
kecamatan Mamuju..." dan fakta persidangan Teradu 2 membenarkan mengambilalih
forum yang sesungguhnya merupakan kewenangan dari PPK Kecamatan sebagaimana
diatur da-lam PKPU 4 Tahun 2O19. Hal inilah yang pengadu maksudkan melakukan
sesuatu ha-l diluar dari kewenangan yarrg diberikan oleh Undang - Undang (Abuse of
Powell.
1. Bahwa, Teradu 1 berdasarkan fakta persidangan dalam keterangannya terbukti

tidak mengadakan Formulir Model A.DPK-KPU ke sejumlah 7S7 TpS di Kabupaten
Mamuju yang merupakaa Tanggungjawab sebagai Ketua KpU Kabupaten Mamuju
dan juga sebagai koordinator bidang logistik KPU Kabupaten Mamuju. Dalam
keterangan pihak terkait dari Bawaslu Kabupaten Mamuju Faisal Jumalang dalam
pengawasannya membuiilikan bahwa tidak adanya formulir Model A.DpK-Kpu saat
Pemungutan dan Penghitungan sua-ra tanggal lZ April 2019,

2. Bahwa, Teradu 2 berdasarkan fakta persidangan dalam keterangan yang
disampaikan meminta kepada Aparat Keamanan untuk mengeluarkan pengadu
dalam Ruang Sidang Relcpitulasi di tingkat ppK Kecamatan Mamuju. Hal ini
diperkuat dengan Kesaksian dari saksi reradu saudara Agi:s (penanggungjawab
Keamanan di PPK Kecamatan Mamuju) yang juga menerangkan bahwa Setiap
orang yang masuk da]am ruang sidang rekapitulasi sesuai dengan yang ada dalam
daftar nama saksi dalam keterangan tambahan saudara saksi Agus membenarkan
bahwa mendapatkan perintah darl reradu 2 untuk mengeluarkan saksi dari ruang
sidang; keterangan dari saksi teradu saudara AKp yuiianus bahwa benar perintah
mengeluarkan Pengadu dari ruang sidang adalah perintah dari reradu 2 dengan
suara keras; keterangan dari saksi teradu saudara M. Sabir Sa.leh membenarkan
dengan nada keras mengeluarkan pengadu dari Ruang sidang; demikian pula
keteranga-n tertulis dari para Teradu bahwa Teradu 2 Mengambil alih proses
Rekapitulasi di PPK Kecamatan Mamuju. Bahwa upaya yang dilal<ukan oleh reradu
2 mengeluarkan Pengadu dari Rekapitulasi Kecamatan Mamuju agar seluruh
kesaksian dal Keberataa yalg dituangkafl dalam Model DA2.KpU seba-nyak 6

) lembar oleh Pengadu tidak dituangkafl dalarn Berita Acara Kejadian Khuenarn s
Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Mamuju sesuai dengan

,,

dalam
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Tahun 2019. Dalam fakta persidangan teradu 7 (saksi teradu saudara Rahmad
Saleh) tidak membantah adanya DA2.KPU yarrg ditandatangani pada tanggal 7 Mei
2019.

3. Bahwa, Teradu 3 berdasarkan Fakta persidangan dalam gerakannya dalam proses
sidang menunjukkan ketidak setujuannya dengal beberapa pendapat dari teradu 4
saat menj awab pertanyaan dari yang mulia Majelis.

4. Bahwa, Teradu 4 (koordinator Bidang Data KPU Kabupaten Mamuju) dalam
keterangal yang disampaikan dalam fakta persidangan menunjukkan
ketidakpahaman dalam Penyelenggaran Pemilu 20 19 terkait Penting:nya Model
A.DPK-KPU. Dalam Keterangan yang disampaikan Teradu 4 mempertegas bahwa
data yang dituangkan dalam Data Pemilih dalam Daft.ar Pemilih Khusus diambil
dari Model C7.DPK-KPU (Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih DPK) Teradu 4
membenarkan bahwa Daftar Pemilih Khusus sudah tidak diperlukan karena sudah
ada Model C7.DPK-KPU

5. Bahwa, Teradu 5 tidak memberikan komentar apapun dalam proses persidaagan.

[2.6] PENJELI\SAN DAl{ POKOK JAWABAN PARA TERADU
Dalam sidang pemeriksaarr DKPP, Para Teradu rnenyampaikan jawaba:r lisan dan
dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:
1. Bahwa Para Teradu rnenolak seluruh dalil yang diadukan Perrgadu dalam pokok

aduan Pengadu, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Teradu;
2. Bahwa tidak benar Para Teradu 2, 6 dan 7 bekerja sama mengeluarkan Pengadu

sebagai Saksi Mandat PDI Perjuangan pada PPK Kecamatan Mamuju dari ruang
rapat terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres Tingkat
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara darr Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Pasal 10 ayat (2) huruf f "setiap Saksi hanga dapat menjadi Saksi
untuk 1 (saht) Peserta Pemilu dan huruf g "Saksi u-tajib membatua dan mengeraLtkan
surat mandat Aang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat
kabupaten/ kota atau tingkat di atasnga, untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Prouinsi,
dan DPRD Kabupaten/ kota. (Bukti T-1);
Berdasarkal kronologi yang dijelaskal oleh Pengadu bahwa pada tanggal 20 April
2019 yang bersangkutan adalah benar mengikuti Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPK Mamuju. Namun
Pengadu bukan saksi yang di mandat oleh DPC PDIP Kabupaten Mamuju untuk
mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di
tingkat PPK Mamuju serta Pengadu hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPK Mamuju pukul 20.00 Wita
langsung mempertalyakan keberadaan formulir Model A.DPK dan meragukan
Pemilih DPI yang kemungkinan adalah Pemilih DPK juga. Pertanyaan tersebut
dijawab oleh Anggota PPK Mamuju atas narna Muh. Zabir Saieh sebagai Teradu 7
dengan menjelaskan bahwa "Tahapan yang sementara berlangsung adalah
rekapitulasi, bukan tahap untuk memverifikasi data karena DPT telah ditetapkan".
Keterangan tersebut diperkuat oleh salah satu anggota Panwascam Mamuju atas
nama Imat Totori. (Bulrti T-2 dan T-3)
Setelah mendengarkan penjelasan dari alggota PPK dan panwascam Mamuju
tersebut, Pengadu keluar dari rapat rekapitulasi Kecamatan Mamuju dan
mengikuti pleno rekapitulasi Kecamatan Simboro. Diketahui bahwa rapat pleno
rekapitulasi tingkat kecamatan oteh 2 (dua) kecamatan dilaksanakan di tempat
yang sErma yaitu Aula Asrama Haji Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan yang
dimaksud itu adalah Kecamata-n Mamuju dan Kecamatan Simboro. Menurut
Teradu 7 bahwa pengadu bukaa vang dimandat menjadi saksi Dari Dpcffiq.q$,w



Kabupaten Mamuju untuk mengikuti rekapitulasi di Kecamatan Mamuju, yang
dimandat sebagai saksi dari PDIP pada rekapitulasi Kecamatan Mamuju adalah
saudara Jabir dan Firman. (Bukti T-4 dan T-5)
Pada tanggal 23 April 2019, rapat pleno Kecamatan Mamuju dan Kecamatan
Simboro dibagi 2 sampai 3 kelompok/para-1e1. Dalam rapat rekapitulasi Kecamatan
Mamuju, Pengadu komplein tentang pembagian kelompok tersebut, menurutnya
pembagian tersebut melanggar PKPU. Sementara telah disampaikan sebelum
rekapitulasi dimulai oleh anggota PPK untuk meminta kesediaan darr persetujuan
saksi membagi kelompok selama rekapitulasi berlangsung. Hal ini tidak disetujui
oleh saksi karena dianggap masih nornal, tetapi setelah be4'alan selama 2 (dua)

hari pembagian kelompok akhirnya disetujui karena pertimbangan kondisi dan
waktu yang lama dengan proses buka kotak dan hitung suara ulang. Pembagian
kelompok ini disampaikan dan dibicarakan bersama oleh KPU Kabupaten Mamuju
bersama Polres, Saksi - saksi Peserta Pemilu darr Bawasiu Kabupaten Mamuju.
Adapun aturan tentang pembagian kelompok dalam rekapitulasi hasil
penghitungaa dan perolehan suara di tingkat kecamatan dtelaskan dalam PKPU

Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (7). Jadi pembagian kelompok yang dimaksud
Pengadu adalah melanggar PKPU tidaklah benar. (Bukti T-6)
Setelah mendengar penjelasan tentang pembagian kelompok ini, Pengadu meminta
kepada Teradu 7 untuk mengizinkan beberapa saksi PDIP mengikuti rekapitulasi
Kecamatan Mamuju dengan meminta surat maadat untuk kelompok lain menyusul
kemudian. Surat mandat saksi PDIP untuk kelompok lain akhirnya diserahkan
pada tanggal 24 April 2019 kepada PPK Kecamatan Mamuju, namun tidak ada
saksi atas nama Pengadu dalam surat mandat saksi PDIP di Kecamataa Mamuju.
Seiama proses rekapitulasi di 2 (dua) kecatnatan, Pengadu aktif dan terbukti
sebagai saksi dari PDIP di Kecamatan Simboro. Diketahui bahwa rekapitulasi
Kecamatan Simboro berlangsung sej ak tanggal 20 April - 03 Mei 2019.
Pada tanggal 6 - 7 Mei 2019, Pengadu mengikuti Rapat pleno rekapitulasi di
kecamatan Mamuju dan mempertanyakan ketimpangan data Pengguna Hak Pilih
DPT dan DPK pada 5 (1ima) jenis pemilihan. Pada saat itu proses rekapitulasi di
Kecamatan Mamuju memang belum selesai. Adalah tidak benar bahwa Pengadu
menjelaskan di kronologi aduannya pada paragraf 2 bahwa tanggal 6 - 7 Juni 2019
Pengadu mempertanyakan hal yang dimaksud di atas, melainkan kehadiran dan
pertanyaan yang diajukar terjadi pada tanggal 6 - 7 Mei 2019. Terkait pertanyaan
Pengadu tentang ketimpangan data tersebut telah dijelaskan oleh anggota PPK

atau Teradu 7 bahwa tidak ada sama sekali tindakan merubah data pada
perolehan hasil suara, namun yang dicermati adalah Data Pemilih DPT yang harus
sesuai dengan DPTHP-2 berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi DPTHP-2 KPU
Kabupaten Mamuju. (Bukti T-7)
Penjelasan tersebut tidak diterima oleh Pengadu dan meminta untuk mencermati
ulaag darr membuka plano DAA1. Permintaan tersebut tidak diindahkan oleh PPK
dan peserta rapat lainnya karena buka kotak suara, hitung ulalg suara yang
diinput dalam DAAl.Plano teiah dilakukan sejak tanggal 20 April 2019 sampai
pada saat itu tanggal 07 Mei 20 19. Anggota PPK kemudian meminta Pengadu
untuk menuliskan keberatannya selama rekapitulasi berlangsung ke dalam
formulir Model DA2.KPU. Akan tetapi Pengadu masih bersikeras dan memaksa
untuk dilal<ukarr pencermatan kembali. Melihat kondisi tersebut, anggota KPU
Kabupaten Mamuju Divisi Teknis Penyelenggaraan atas nama Asriani atau Teradu
2 yang mendampingi rekapitulasi Kecamatan Mamuju pada saat itu kemudian
mengambil alih forum.

menyampaikan bahwa "Jika Pengadu keberatan terhadap proses
Dalam proses debat yang terjadi, anggota KPU Kabupaten Mamuj
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mohon dituangkal dalam Formulir Model DA2.KPU". Hal tersebut kembali tidak
diindahkan oleh Pengadu, akhirnya Teradu 2 meminta aparat keamanaa untuk
mengeluarkan Pengadu dari forum rapat rekapitulasi. Mengingat bahwa Pengadu
bukan saksi yarrg dimandat oleh PDIP untuk mengikuti rekapitulasi di Kecamatan
Mamuju. Kejadiaa tersebut te{adi pada taaggal 7 Mei 2079, setelah PPK

menuntaskan pembacaan DAAI dan akan ianjut mengikuti pleno rekapitulasi di
tingkat Kabupaten Mamuju pada taaggal 8 Mei 2019.
Adalah tidak benar jika PPK Mamuju menghilangkan mandat Pengadu karena
memarg dari awal pembukaan rekapitulasi di Kecamatan Mamuju, Pengadu tidak
menyerahkan mandat atas nama dirinya meskipun Pengadu adalah Pengurus yaitu
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mamuju. Keterangan Pengadu tentang Teradu 2
yang mempersulit Pengadu dalam membuat surat pencabutan mafldat juga tidak
benar, karena surat pencabutan mandat saksi PDIP dan mandat ba-ru atas nama
Pengadu dimasukkaa oleh Pengadu sendid pada tanggal 08 Mei 2019. Akan tetapi
Pengadu tidak hadir mengikuti rapat pleno Kecamatan Mamuju pada tanggal
tersebut. Dan memang benar bahwa penarikan atau pencabutan mandat saksi
tidak diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi dipertegas dalam PKPU
tersebut bahwa saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat
sebagaimana yang ditugaskan dalam mandat tersebut. Sebagaimana dijelaskan
dalam Surat Edaran Nomor 653/PL.02.6-SD l06|KPU /lV /2019 tentang
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilu 2019. Salah satu point dalam SE itu menyebutkan
bahwa PPK dalam melalsanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
di tingkat Kecamatan memperhatikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, dan mempertimbangkan hal pada
bagian C point 4 bahwa jumlah lebih dari 600 TPS dapat dilaksanakan paling lama
17 (tujuh belas) hari. Sementara diketahui bahwa rekapitulasi di Kecamatan
Mamuju mulai tanggal 20 April 2Ol9 dan masih belum selesai pada tanggal 06 Mei
2019. Waktu pelaksanaan rekapitulasi tersebut telah menghabiskan waktu 17

(tujuh belas) hari dengan jumlah TPS untuk Kabupaten Mamuju 757 TPS. (Bukti T-
8).
Karena aturan tersebut di atas, KPU Kabupaten Mamuju Teradu 2 mendampingi
dan mengambil alih proses rekapitulasi Keca.rnatan Mamuju yang sempat ribut
akibat perdebatan antara Pengadu dan Teradu 7. Jadi adalah waj ar anggota KPU
Kabupaten Mamuju Teradu 2 menertibkal Pengadu dengarr meminta aparat
keamalan untuk mengeluarkan Pengadu dari forum rapat pleno rekapitulasi.
Alasan dikeluarkannya Pengadu telah jelas bahwa :

- Pengadu bukan saksi yang dimandat oleh PDIP pada rapat rekapitulasi
kecamatan Mamuju

- Rapat rekapitulasi Kecamatan Mamuju telah berlangsung lebih dari 17 (tujuh
belas) hari

- Tersisa Kecamatan Mamuju dari 1 1 (sebelas) Kecamatan yang belum mengikuti
rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

- Teradu berpedoman sesuai dengan aturan dan tata tertib pleno yang telah
dibacakan dan disepakati sebelumnya oleh peserta pleno.

Sebagaiamana diketahui bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten
Mamuju dimulai pada tanggal 02 Mei 2019, rapat kemudian diskorsing pada
tanggal 04 Mei 2019 karena henunggu rekapitulasi Kecamatan Mamuju selesai.
Apalagi rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamuju dilaksanakan di tempat yang sama
dengan pelaksanaan rekapitulasi Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro
yaitu Aula Asrama Haji Provinsi Sulawesi Barat. PPK Kecamatad Mamuju masuk .

pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 08 Mei 2019. Jadi proses*
l
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rekapitulasi di Kecamatan Mamuju berlangsung sejak tanggal 20 April - 08 Mei

2019. Karena tanggal 08 Mei 2019, PPK Mamuju membacakan hasil DAl untuk 5

(lima) Jenis Pemilihan pada pleno rekapitulasi Kabupaten Mamuju maka KPU

Kabupaten Mamuju menuntaskan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan
menetapkan hasil perolehan suara pada tanggal 09 Mei 2O19 pukul 0O.30 Wita.

Terkait keterangan Pengadu bahwa pada tanggal 24 Apnl 2019, KPU Kabupaten

Mamuju mengeluarkan surat penyampaian yarrg berisi Pemungutal Suara Ulang
(PSU) adalah memang benar. Karena pelaksanaan Pemungtrtan Suara Ulang (PSU)

di beberapa TPS di Kabupaten Mamuju dilaksanakan pada tanggal 27 Apnl 2019,

hal ini diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 94 behwa "Pemungutan
dan/ atau Penghihngan Stara lanjutan atau susulan dilaksanakan paling tambat 10

(sepuluh) hai setelah lwi pemungutan dan/ atau Penghitungan Suara". Jadi adalah

benar jika KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan Surat Penyampaian tentang
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 24 April 2019, karena
pada tanggal 27 Apil 2019 adalah hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) setelah 10 (sepuluh) hari dari hari Pemungutan dan atau/ Penghitungaa
Suara. (Bukti T-9 dan T-10)

3. Bahwa tidak benar Teradu 1,2, 3,4 dan 5 lalai dalam mendistribusikan logistik
Pemilu sehingga mengakibatkan dilakukannya Pemilihan Suara Lanjutarr. HaI ini
dikarenakan proses distribusi logistik Pemilu untuk KPU Kabupaten Mamuju
sudah diluar jadwal seperti yang kami telah usulkarr ke KPU Provinsi guna

diteruskan di KPU RI. Adapun jadwal yang teradu usulkan sebagai berikut :

NO KIGIATAN
JADWAL KET

AWAL AKHIR

PELIPATAN KERTAS SUARA
10 MARET

2018
23 MAR,ET

2018

) PENSORTIRAN KERTAS SUARA
3l MARET

2018
10 APzuL

201A

4
PENDISTRIBUSIAN DARI KAB.
KE KEC.
1. KECAMATAN BALA-
BALAKANG

11 APRIL
2018

2. KECAMATAN KALUMPANG
15 APzuL

2018

3. KECAMATAN BONEHAU
15 APRIL

2018
15 APRIL

2018

4. KECAMATAN TAPALANG
15 APRIL

2018
15 APRIL

20t8
5. KECAMATAN TAPALANG
BARAT

15 APRIL
2018

15 APRIL
2018

6. KECAMATAN TOMMO
15 APRIL

2018
15 APzuL

2018
15 APRIL

2018
I5 APRIL

2018

8. KECAMATAN SAMPAGA
15 APRIL

20t8
15 APRIL

2018

9. KECAMATAN KALUKKU
15 APRIL

2018
15 APRIL

2018

11

1

24 MARET
2018

O I APRIL
2018J.

PENGESETAN DAN
PENGEPAKAN

13 APRIL
2018

14 APzuL
2018

7. KECAMATAN PAPALANG



15 APRIL
20ta

15 APRIL
201811. KECAMATAN SIMBORO

16 APRIL
2018

15 APzuL
20185

PBNDISTRIBUSIAN DARI PPK

KE PPS
17 APzuL

2018
16 APRIL

20186
PENDISTRIBUSI.AN DARI PPS

KE TPS

10. KECAMATAN MAMUJU

Tapi pada kenyataannYa, logistik Pemilu (Surat Suara) baru disistribusikan oleh

pihak perusahaan Percetakan pada tanggal 01 April 2019 pukul 15.00 wita dan

sampai ke Mamuju Pada tanggal 02 AP

membuat jadwal baru sebagai berikut :

ri1 2019 pukul 07.00 wita, sehingga kami

NO KEGIATAN
JADWAL

AWAL AKHIR

PELIPATAN KERTAS SUARA
05 APRIL

2018

2
03 APRIL

2018

3
PENGESETAN DAN
PENGEPAKAN

06 APRIL
2018

1O APRIL
2018

PENDISTRIBUSTAN DARI KAB.

KE KEC.
1. KECAMATAN BALA-
BALAKANG

1I APRIL
2018

12 APRIL
2018

11 APRIL
2018

12 APRIL
2018

3, KECAMATAN BONEHAU
13 APRIL

2018

4. KECAMATAN TAPALANG
12 APRiL

2018

5. KECAMATAN TAPALANG

BARAT

12 APRIL
20t8

6. KECAMATAN TOMMO
14 APRIL

2018
15 APRIL

2018

7. KECAMATAN PAPALANG
14 APRIL

2018
15 APRIL

2018

8. KECAMATAN SAMPAGA
14 APRIL

2018
15 APzuL

2018
15 APRIL

2018
16 APRIL

2018

10. KECAMATAN MAMUJU
15 APRIL

2018
16 APRIL

2018

11. KECAMATAN SIMBORO
15 APzuL

20t8

5
PENDISTRIBUSIAN DARI PPK

KE PPS

12 APRIL
2018

16 APRIL
2018

6
PENDISTRIBUSIAN DARI PPS

KE TPS

12 APRIL
2018

16 APRIL
2018

Proses pelipatar surat suara dimulai pada pukul 15.00 wita setelah proses

pembongkaran selesai, sehingga dengan keadaan waktu yang sangat terbatas ka9i r .

berusaha beke{a semaksima-l mungkin guna merampungkan seluruhan taha/an ,-
''rt,:-

15 APRIL
2018

15 APRIL
2018

KET

02 APRIL
20181

05 APRIL
2018PENSORTIRAN KERTAS SUARA

4.

2. KECAMATAN KALUMPANG

12 APRIL
2018

13 APRIL
2018

13 APR,IL

2018

9. KECAMATAN KALUKKU

16 APRIL
20t8



pelipatan, penyortiran, pengesetan dan pengepakan kedalam kotak suara sebanyat
3.785 kotak dengan waktu kurang lebih t hari. Dengan waktu yang tidak lagi
sesuai dengan tahapan yalg ada sangatlah dimungkinkan terj adi kesalahan
tertukarnya surat suara di beberapa TPS seperti yang disebutkan oleh Pengadu.
Serta Kejadian tertukarnya surat suara, bukan hanya terjadi di KPU Kabupaten
Mamuju narnun beberapa KPU Kabupatefl se Indonesia juga terjadi demikian
seperti di Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu bahkan di Batam
sempat ditunda Pemilihan dikarenkan proses pendistrubusian logistik yang tidak
rampung. Namun kejadian kekurangan surat suara di beberpa TPS yang ada di
wilayah KPU Kabupaten Mamuju telah diselesaikaR dengan mengambil surat suara
sisa di TPS terdekat. Juga telah dilakukan Pemilihan Suara Lanjutan di 3 TPS.
(Bukti T- 1 1 dall T- 12).

4. Bahwa tidak benar Para Teradu 1, 2, 3,4 dan 5 tidak mendistribusikan logistik
Pemilu khususnya Form Model A.DPK-KPU dalam kotak suara sehingga seluruh
Pengguna DPK pada Kabupaten Mamuju yang tidak memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Kenyataannya Form Model A.DPK-KPU memang tidak ada
ditingkat KPU Kabupaten Mamuju, karena form ini berisi nama-nama Daftar
Pemilih Kategori Daftar Pemilih Khusus yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPIb.
KPU Kabupaten Mamuju pada tanggal 11 April 2019 telah mengadakan Rapat
Pleno Terbuka Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor:
162.a/HK.O3.1-Kpt/76O2/l<PU-Kab/lV/2019 Tentang Pembatalan Surat
Keputusan Nomor: 1 62l HK. 03. 1 -Kpt / 7 602 / KPV -Kab / lV / 20 19 Tentang Penetapan
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Tingkat Kabupaten Mamuju Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 April
2079. }{al tersebut Berdasarkan Surat Eadaran KPU Republik Indonesia Nomor:
651/PL.02.1-SD /Ol /KPU /N /2019 Prihal: Pelaksanaa:r Putusan MK Nomor:
2O/PUU-X\\/2019 darr Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil
Perbaikan Ketiga Tanggal 9 April 2019. KPU Kabupaten Mamuju tidak lagi
mempunyai DaJtar Pemilih Khusus untuk disampaikan ke masing-masing TPS
dikarenakan telah dibatalkan. Hal tersebut juga didasari dengaa Surat Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1376|PP.|O.2-SD l07 /I<PU IXU 2018 Perihal Pengadaan
Logistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Angaran 2018. KPU Kabupeten
Mamuju tidak memiliki wewenang dalam hal pengadaan Formulir Model A.DPK-
KPU, karena segala jenis formulir diadakaa oleh KPU Provinsi. KPU Kabupaten
hanya diberi wewenang untuk mengadakaa salinan A.DPT, A.DPTb (berisi nama-
nama Pemilih yang telah ditetapkan melalui rapat pleno).

5, Berdasarkan fakta dan bukti yang telah disampaikan, Para Teradu telah
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangal sebagaimana prosedur yang berlaku serta telah
melaksanakan Azas Berkepastian Hukum, sehingga tidak terbukti adaaya
pelanggaran/penyimpangan terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilihaa Umum
sebagaimana yang telah didalilkaa oleh Pengadu.

[2.4 PETITIIM PARA TERADU
Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang
memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai
berikut:
1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukarr pelanggaran Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu da.lam kedudukannya sebagai penyelengg4iA,

pemilu; dan ',5iai'
'rii..- ..

'!' . i L,/
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4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain,

mohon memberikan putusan yang seadil-adi|nya (ex aequo et bono)'

[2.8] BrrKTr PARA TTRADU
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan alat

bukti berupa T-1 s.d T-17 , sebagai berikut:

1. T-1 PKPU Nomor 4 Tahun 2Ol9 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Surat Mandat Saksi PDPI Kecamatan Simboro;

Surat Mandat Saksi PDPI Kecamatan Mamuju;

DA.DH PPK Kecamatan Simboro;

PKPU Nomor 4 Tahun 2Ol9 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Berita Acara Penetapan DPTHP2;

Surat Edaran Nomor 6531PL.O2.6-SD/06/WV llv l2OI9 tentang

Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta

R.ekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2Ol9;
Surat Penyampaian PSU;

PKPU Nomor 3 Tahun 2Ol9;

Jadwal Pensortiran, Pengesetan dan Pengepakan dan Pendistribusian

Logistik Pemilu 2Ol9 Kabupaten Mamuju (Usulan Pertama dan Usulan

Kedua)
Tanda Terima Logistik dari Percetakan;

Nomor: 162.a/HK.03.l-Kpt/7602lKPV-KablIV /2OL9 Tentang

Pembetalan surat Keputusa:r Nomor: L62|HK.O3.1-Kpt/76021WU-
KablIV 12019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten

Mamuju Dalam Pemilihan Urnum Tahun 2OL9 Tanggal 11 April 20L9;

surat Eadaran KPU Republik indonesia Nomor: 65l|PL.O2.1-
sD/o1/KPU/N l2Ol9 Prihal: Pelaksanaan hrtusan MK Nomor:

2OIPUU-XVII|2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT

Hasil Perbaikan Ketiga Tanggal 9 Aprii 2Ol9;
surat Komisi Pemilihan urnum Nomor 1376lPP.10.2-

SD/O7IKPV|XI|2OLS Perihal Pengadaan Logistik di Provinsi dan

Kabupaten/ Kota Tahun Arrgaran 20 1 8

surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-
Kpt/07 I]rgU/]rIIl2oLg Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 999 / HK.03. 1 -Kpt/ 0 7 I Kpu I VIU 20 18 Tentang

Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum;
surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 2791PP.10.4-

Kpt/ 07 /I<PU /I|2OL? Tentarrg Pedoman Teknis Pendistribusian dan

Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum

2.

3.

4.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

t2
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[2.9] sAKSr TTRADU
Bahwa untuk membuktikal jawaban dan pembelaannya, para Teradu mengajukan
saksi,
1. AKP Agus Sallm

Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis sidang DKPP bahwa:
a. Berada di lokasi saat tedadi perdebatan antara Pengadu dengan PPK Kecamatan

Mamuju. Pada saat itu hadir Asriani, Anggota KPU Mamuju, yarrg meminta
kepada aparat keamanan mengeluarkan dari forum rapat pleno kalau tidak
memitki mandat.

b. Saksi sebagai penaggung j awab keamanan hanya bertugas untuk menjaga
pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan tertib. Dan melaksanakan
permintaan penyelenggara Pemilu untuk terlaksananya rapat pleno dengan
lancar.

c. Mengenai mandat Saksi Parpol untuk menghadiri rapat pleno, merupakan
kewenangan penyelenggara Pemilu.

d. Melakukal tindakan secara proporsional terhadap permintaan Anggota KPU
Kabupaten Mamuju dengan meminta Pengadu meninggalkan lokasi jika tidak
memiliki mandat sebagaimana yang telah ditetntukan.

e. Setiap tindakan sebagai aparat keamanan, dilakukan sesuai prosedur yang telah
ditetapkan (Protap) darr petunjuk Kapolres Mamuju sebagai penanggung jawab
keamanan Pemilu.

2. AKP Yulianus
Memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapar Majelis sidang DKPP bahwa:
a. Berada di lokasi sebagai Pamtup ftrengamanan tertutup) yang bertugas

melakukan pemantau€rn situasi, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak
diharapkan dan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu setiap
tahapan.

b. Melihat terj adinya perdebatan Pengadu dengan PPK Kecamatan yang
mempersoalkan data pemilih, masalah daftar pemilih khusus (DPK), dan
mengenai mandat saksi peserta Pemilu untuk mengikuti rapat pleno.

[2.1O] KESTMPUL/IN PARA TERADU
Setelah sidang pemeriksaan digelar, para Teradu memberikan kesrmpulan j awaban
bahwa:
1. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan pengadu dalam pokok

aduan Pengadu karena Para Teradu telah rnenj alankan proses pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum di tingkat Kecamatan Mamuju berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapaa Hasii
Pemilihan Umum pada Pasal 10 Ayat (2) point g 'saksi wajib membawa dan
menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh : 1. Pasangan Calon atau
Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden; 2. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggta DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota; dan 3. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD". Dan
Surat Dinas KPU zu Nomor 653/PL.02.6-SD 106|KPU llV l2ot9 Periha.l
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilu 2019 pada bagian (C) bahwa "Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dalam meiaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara di tingkat Kecamatan memperhatikan tahapan rekapitulasi hasil
penghitungan peroleharr suara di tingkat Kabupaten/Kota, dan
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mempertimbangkanhal-halsebagaiberikut:l.jumlahIs.d2o0TPSdapat
dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari, 2 Jumlah 201 s'd 400 TPS dapat

dilaksanakan pating lama 10 (sepuluh) hri, 3 Jumlah 401 s d 600 TPS dapat

dilaksanakanpalinglama15(Iimabelas)hari,4.jumlahlebihdari600TPSdapat
dilaksanakan paling lama 17 (tujuh belas) hari"'
PelaksanaanRekapitulasiHasilPenghitunganPerolehanSuafaditingkat
Kecamatan Mamuju berlangsung sejak tanggal 2O April sampai 8 Mei 2019 dan

diketahui bahwa jumlah TPS untuk Kecamatan Mamuju ada-lah 151 TPS Jadi

normalnya pelaksaraan rekapitulasi dengaa jumlah TPS 151 ditaksanakan paling

lama 5 (lima) hari' Perdebatan yang menganggu proses pelaksanaaa rekapitulasi di

KecamatanMamujudisebabkankarenaPengadutidakmemilikimandatdan
menghambat rekapitulasi yang telah berlangsung selama 17 (tujuh belas)'

Dao berdasarka:r fakta persidangan pada tanggal 3 September 2019 di ruang Aula

KPU Provinsi, Pengadu tidak dapat membuktikan secara tertulis Surat mandat

bahwa Pengadu merupakan salah satu Saksi yang dimandat oleh partai dalam

rangka mengikuti proses Rekapitulasi di Kecamatan Mamuju, justru Pengadu'

membuat Surat Maldat baru dengal nomor, tanggal yang salna yang dijadikan

sebagaialatbukti,dengandasarinilahPihakTeradu2'Teradu5danTeraduT
mengeluarkan Pengadu dalam ruang forum Rekapitulasi dengan berpedoman pada

tata Tertib Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara.
2. Bahwa Para Teradu terutama Teradu 2 ya-ng menurut Pengadu telah menggunakan

kekuasaan yang beriebihan (abuse of power) dengan tegas menolak seluruh dalil

yang diadukan Pengadu dalam pokok aduan Pengadu, karena PPK Kecamatan

Mamuju telah mengkonlirmasikan perdebatan yang terjadi dan meminta Teradu 2

yang menyaksikal keributan tersebut untuk menertibkan Pengadu. selain itu'

Teradu 2 memilikl tugas dan tanggungjawab untuk memonitoring dan

mendampingi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungaa perolehan suara di

Kecamatan Mamuju, berdasarka:r Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenMamujuNomorg6/HK.04.1-Kpt/76021|<PU.Kablx/20i8tentang
Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan

UmumKabupatenMamujuPeriode2ols-2023.Da].lTeradu2merupakan
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang salah satu tugasnya adalah

memiliki Kebijakan dalam tahapan "Pemungutan, Penghitungan Suara don

rekapitulasi penghitungan suara", berdasatkan Surat Dinas KPU RI Nomor

| |7 o / oRT l o2-SD/ o 1 / KPU/X/2o 18 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU

Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (Bukti T-1 dan T-2)

3. Bahwa Para Teradu menolak seluruh dalil yang diadukan Pengadu dalam pokok

aduan Pengadu bahwa tidak terdistribusinya Formulir A DPK-KPU di TPS

disebabkan KPU Kabupaten Mamuju mengacu pada Surat Dinas KPU Rl Nomor

|5431PL.o2,|-SD/ollwulxlll2o:I8PerihalPenceta]<anbynameDPTHP-2'
Rekap DPK dan DPTb. Di surat Dinas tersebut tidak menyebutkan dengan specifik

Mencetak/printoutbynameDPK,karenadiketahuibahwapen]^rsunanDPKke
dalam DPTHP-3 Kabupaten Mamuju dibatalkan' (BuktiT-3)

ProsespembatalannyadisebabkanadanyaSuratDinasba}rwaSuratSuaratidak
mampulagidisediakandalamwaktudekatuntukSuratSuaraDPKsebagarmana
disebutkan dalam surat Dinas KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/\V/2019
Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20IPUU-XV11/2019

dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPI Hasil Perbaikan Ketiga. (Bukti T-

4) Sebagai tindak lanjut surat Dinas tersebut, maka KPU Kabupaten Mamuju

melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Tindak Lanjut Rekapitulasi Daftar Pemijrh

Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pasca Putusan MK Nomor:20/P1JU-
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XV11/2019 Tingkat Kabupaten Mamuju Pemilihan Umum Tahun 2019 dan

membatalkan DPTHP-3 berdasarkan Berita Acara Nomor 50/PL'01 2-

BAl76O2l1<PU-KabllV l2Ol9 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju

Nomor 162.a/ HK.03.1-Kpt/ 7602l KPU-Kab/1V/2O 19 Tentang Pembatalan Surat

KeputusanNomor162/HK.03.1.Kpt/7602IKPU-KAI}/lvl2olgTentangPenetapan
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Tingkat Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-5 dan

r-6).

[2.1U PrHAr( TERrilrT
BAWASLU IGBI'PATEN MAMUW
Dewan Kehormatar Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan/ atau Bawaslu

Kabupaten Mamuju Setatu pifrat Terkait dan memberikan keterangan bahwa

berdasarkan Pengawasan Logostik, tidak ditemukal adanya Form A'DPK'KPU dari

ProvinsikeKabupaten.eahw_atelahditanyakankepadaparaTeradudandisarankan
segerauntukberkoordinasikeKPUProvinsiSulawesiBarat'PihakTerkaitmenjelaskan
bahwalogistikpemiluyangterlambatdidistribusikan'Bahwapadatanggal20
dilakukan nekapitulasi dan 8 Partai yang mengikuti' Terdapat laporan dari Panwascam

terdapatkeberatandariPengaduterkaitFormA.DPKdanberdasarkanPengawasan,
Pengadu tidak memiliki Mandat dari Partai'

UI. KTtrIENANGAN DKPP DAN KEDI'DUI(AII III'KIIM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuarr pengaduan Pengadu adalah terkait

i"ng"., dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

yang dilakukan oleh Para Teradu;

iS.Zj IrlenimUang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan 
-Pengadu'

DewanKehormatanPenyelenggaraPemilu(selanjutnyadisebutsebagaiDKPP)terlebih
dahulu akan menguraikan ke*enangannya dan pihak-pihak yang merniliki kedudukan

hukum untuk mengajukaa pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangen DXPP

[3'3]MenimbangbahwaDKPPdibentukuntukmenegakkanKodeEtikPenyelenggara
Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (21 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

"DKPP dibentuk untuk merneriksa dan memutuskan aduan dan/ atau laporan

adanya dugaan pelanggaran kode etik yarrg dilakukan oleh anggota KPU'

"rrggot. 
KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota' anggota Bawaslu' anggota

Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota"'

Selanjutnya ketentuan Pasal i59 ayal 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenaig DKPP untuk:

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode

etik untuk memberikaa penjelasan dan pembelaan;

b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk

dimintaiketeranga.rr,termasukuntukdimintaidokumenataubu}<tilain;
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar

kode etik; dan
d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lardut dalam Pasal 3 ayat (2\ Peraturan DKPP Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik*
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Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakart

oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode

Etik dan Pedoman Perilaku 
"Penyelenggara 

Pemilu yang diiakukan oleh para Teradu'

maka DKPP berwenalg untuk memutus pengaduan a quo;

Kedudukan llukum
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkal Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2O17 iuncto Pasd,4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Beracara Kode Etik Pe"yel"nggu" Pemilu sebagaimana telah diubah dengaa

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun iOtS i"t't""g Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor

3 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan

tentang dugaaa adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara

tertuts oleh penyelenggara i"*1", peserta Pemilu, tim kampanye, hasyarakat,

dan/ atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP'

selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (21 Peraturan

DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 20 19

tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentarLg Pedoman

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

"pengaduan dan 7 atau-iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtajukan

oleh:
a. PenYelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim KamPanYe;
d. MasYarakat; dan/ atau
e. Pemilih".

[3,6] Menimbang bahwa Pengadu adaiah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal

i aiat (zl huruf d peraturan- DKpp Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara

Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017

tentaflgPedomanBeraca'aroaeetitPenyelenggaraPemilu,dengandemikianPengadu
memiliki kedudukan hukum (tegal standing)untuk meng{ukan pengaduan a quo;

[3.?l Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduaa a quo' para
-e"rrg"armemilikikedudukanhukum(legalstanding)untukmengajukanpengaduana

ryo, maya selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan'

NT. PERTTMBN{GAI{ PUTUSAN

[4,1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu

iiauga -"tat ,rkan peianggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu

dalam tindakannya sebagai berikut :

[4.1.1] Teradu II, VI dan VII bersama-sama mengeluarkan Pengadu sebagai saksi

mandatPDIPpadaRapatTerbukaPlenoRekapitulasiPenghitunganSuaraPilegdan
PPWP tingkat Kecamatan Mamuju;

[4.1,2] Teradu I, II, III, IV dan V tidak cermat dalam pendistribusian logistik Pemilu

d"rrg* tidak menyiapkan Form Model A'DPI(-KPU dan menyebabkan seluruh

pengguna DPK pada Kabupaten Mamuju tidak mencantumkan NIK'

[4.2] Menimbaag keterargan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak

seluruh dalil adusn Pengadu dengan alasan:

[4.2.1]Teradull,TeraduVldanVlltidakbenartelahbekerjasamamengeluarkan
iengadu sebagai Saksi Mandat PDI Perjuangan pada PPK Kecamatan Mamuju dari

ruang rapat terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres Tingkat *
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Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Rekapitulasi Uasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

pemilihan umum Pasal 10 ayat tzt t"*r f " setiap saksi hanga dapat menjadi saksi

untuk 1 (satu) Peserta pemiti aan nuruf g .Saksi uajib membauta dan menyerahkan

suratma.ndatgangditandatanganiotehHmpinanParlaiPolitiktingkatkabupaten/kota
atau tingkat di atasnAc", untuk Pemilu @nggota DPR' DPRD Prouinsi' dan DPRD

KabupatZn/ kota. Dalam ha1 ini pada tanggal 20 April 2019 Pengadu mengikuti Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara di tingkat PPI(

Mamuju, nzunun Pengadu bukaa saksi yang mendapat mandat oleh DPC PDIP

KabupatenMamujuuntukmengikutiRapatPlenoTerbukaRekapitulasiPenghitungan
dan Perolehan Suara di tingt<ai eex Mamuju serta Pengadu hadir pada Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi e"ngf,itrng^n dan perolehan suara di tingkat PPK Mamuju

pukul 20.O0 Wita langsun! rn"rn!"tt"rry"k"rr keberadaan formulir Model A'DPK dan

m",.g.,k..,PemilihDPTyangkemungkinanadalahPemilihDPKjuga.Pertanyaan
tersebut dijawab olefr enggo; PPK Mamuju atas nama Muh' Zabir Saleh sebagai

Teradu VII dengan menlelastan bahwa -Talapan aang sementara berlangsung adatah

rekapitutasi, bikan tahap untuk memueifiko'si data karenq DFT tetah ditetapkan''

Keteiaagan tersebut diperkuat oleh salah satu anggota Panwascam Mamuju atas

nama Imat Totori. Pengadu kemudian keluar dari Rapat Rekapitulasi Kecamatan

Mamuju dan mengikuii napat Rekapitulasi Kecamataa Simboro' Para Teradu

menjeiaskan Rekapitulasi kecamatan Simboro dan Keccamatan Mamuju dilaksanakan

pada tempat yang sarna di Aula Asrama Haji Provinsi Sulawesi Barat Teradu VI

menerangkan bahwa Pengadu bukan saksi Mandat dari DPC PDIP Kabupaten Mamuju

untuk m-engikuti Rekapitulasi di kecamatan Mamuju' Bahwasanya yang dimandat di

Kecamatan Mamuju adalah Jabir dan Firman. Selanjutnya pada tanggal 23 April2019 
'

Rekapitulasi Kecamatar Mamuju dan Kecamatan Simboro dibagi menjadi 2-3

kelompok/paralel. Pengadu kembali komplarn tentang pembagan kelompok tersebut'

menurutnya pembagian tersebut melanggar PKPU Sementara telah disampaikan

sebelum iekapitulasi dimulai oleh anggota PPK untuk meminta kesediaan darr

persetujuansaksimembagikelompokselamarekapitulasiberlangsung.Halinitidak
ii""tr.1ri oleh saksi karena diaaggap masih normal' tetapi setetah berjalan selama 2

(dua) 
-hari 

pembagian kelompok akhirnya disetujui karena pertimbangal kondisi dan

waktu yarrg lama dengal proses buka kotak dan hitung suara ulang' Pembagian

ketompokiniaisampait.rrd"tdibicarakanbersamaolehKPUKabupatenMamuju
bersama Polres, saksi-saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Mamuju' Adapun

aturan tentang pembagian kelompok dalam rekapitulasi hasil penghitungan dan

perolehaasuaraditingkatkecamatandijelaskandalamPKPUNomor4Tahun2019
Pasal 17 ayat (7)' Setelah mendengar penjelasan tentang pembagian kelompok ini'

PengadumemintakepadaTeraduVlluntukmengizinkanbeberapasaksiPDIP
men_gikutirekapitulasiKecamatanMamujudengarrmemintaSuratmandatuntuk
kelompok lain menyT rsul kemudian Surat mandat saksi PDIP untuk kelompok lain

akhirnya diserahkan pada ta.nggal 24 April 2019 kepada PPK Kecamatan Mamuju,

namun tidak ada saksi atas nama Pengadu da]am surat mandat saksi PDIP di

KecamatanMamuju.selamaprosesrekapitulasidi2(dua)kecamatan,Pengaduattif
dan terbukti sebagai saksi dari PDIP di Kecamatan Simboro. Diketahui bahwa

rekapitulasiKecamatanSimboroberlangsungsejaktanggal20April-03Mei2019.
eada tanggal 6 - 7 Mei 2019, Pengadu mengikuti Rapat pieno rekapitulasi di

kecamatanMamujudanmempertanyakanketimpangandataPenggunaHakPilihDPT
dan DPK pada 5 (lima) jenis pemilihan. Terkait pertanyaan Pengadu tentang

ketimpangan data tersebut telah dijelaskan oleh anggota PPK atau Teradu VII bahwa

tidal< ada sama sekali tindakan merubah data pada perolehan hasil suara, namun yang

dicermati adalah Data Pemilih DPT yang harus sesuai dengan DPTHP-2 berdasarkan
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Hasil Pleno Rekapitulasi DPTHP-2 KPU Kabupaten Mamuju. Penjelasan tersebut tidak

diterima oleh Pengadu dan meminta untuk mencermati ulang dan membuka plano

DAAI. Permintaan tersebut tidak diindahkan oleh PPK dan peserta rapat lainnya

karena harus membuka kotak suara dan hitung ulang suara yang telah diinput dalam

DAAI.AnggotaPPKkemudianmemintaPengaduuntukmenuliskankeberatannya
selama rekapitulasi berlangsung ke dalam formulir Model DA2'KPU Akan tetapi

Pengadu masih bersikeras darl memaksa untuk dilakukan pencermatan kembali'

Melihatkondisitersebut,anggotaKPUKabupatenMamujuDivisiTeknis
Penyelenggaraan atas nama Asrili atau Teradu II yang mendampingi rekapitulasi

fe"amatan Mamuju pada saat itu kemudiaa mengambil alih forum' Dalam proses

debat yang tedadi, anggota KPU Kabupaten Mamuju (Teradu II) menyampaikan bahwa

"JikaPengadukeberatanterhadapprosesrekapitulasi,mohondituang}<andalam
FormulirModelDA2.KPU,.HaltersebutkembalitidakdiindahkanolehPengadu,
akhimyaTeradullmemintaapa.ratkeamananuntukmengeluarkanPengadudari
forum rapat rekapitulasi. Mengingat bahwa Pengadu bukan saksi yang dimandat oleh

pDip untuk mengikuti retapituUli di Kecamatan Mamuju. Kejadian tersebut terjadi

pada tanggal 7 Mei 201g setlhn ppx menuntaskan pembacaan DAAI dan akan lanjut

m"rrgitoU pt"rro rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Mei 2019'

TidakbenarjikaPPKMamuju*".,gtit"'gk*mandatPengadukarenamema-trgdari
awal pembukaan rekapitulasi di Kecamatan Mamuju' Pengadu tidak menyerahkan

mandat atas nama dirinya meskipun Pengadu adalahPengurus yaitu sekretaris DPC

PDIP Kabupaten Mamuju. Keterangan Pengadu tentang Teradu iI yang mempersulit

Pengadu dalam membuat surat pencabutan mandat juga tidak benar' karena surat

penlabutan mandat saksi PDIP dan mandat baru atas nama Pengadu dimasukkan oleh

iengadu sendiri pada tanggal 08 Mei 2019. Akan tetapi Pengadu tida-k hadir mengikuti

rapat pleno Kecamatan tvIamuju pada tanggal tersebut' Dan memang benar bahwa

p",,..iku..ataupencabutanmandatsaksitidakdiaturdalamPKPUNomor4Tahun
iOtS,.kun tetapi dipertegas dalam PKPU tersebut bahwa saksi wajib membawa dan

menyerahkan surat mandat sebagaimana yang ditugaskal dalam mandat tersebut'

14.2.21 Para Teradu menjelaskan terkait dalil aduan poin [4'1'3]' tidak benar tidak

mendistribusikaa logistik Pemilu khususnya Form Model A.DPK-KPU dalam kotak

suarasehinggaseluruhPenggunaDPKpadaKabupatenMamujutidakmemilikiNomor
IndukKependudukan(NIK).KenyataannyaFormModelA.DPK-KPUmemangtidakada
ditingkat KPU Kabupaten Mamuju, karena form ini berisi nalna-nalna Daftar Pemilih

Kategori Daftar Pemilih Khusus yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Para Teradu

padJ tanggal 11 April 201g telah mengadakan Rapat pleno Terbuka Pembatalan

x"prrtr"urrxeuKabupatenMamujuNomor:162.a/HK.03.1'Kptl7602l[<PU-
Kab llrv 12019 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor: 162/HK'03'1-

Kpt/76O2ll<PU-Kab/IV /2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Ketiga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Mamuju Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 April 2019' Hal tersebut berdasarkaa Surat

Eadaran KPU Republik Indonesia Nomor:651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2o19 Prihal:

Pelaksanaan Putusan MK Nomor: 20IPUU-XVUI2o19 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno

Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tanggal 9 April 2019. Para Teradu tidak lagi

mempunyai Daftar Pemilih Khusus untuk disampaikan ke masing-masing TPS

dikarenakan telah dibata-lkan. Ha1 tersebut juga didasari dengan surat Komisi
pemilihan Umum Nomor 1376lPP.lo.2-sD/ 07l KPU lxll2Ol8 Perihal Pengadaan

Logistik di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun Angaran 2018. KPU Kabupeten

Mamuju tidak memiliki wewenang dalam hal pengadaan Formulir Model A.DPK-KPU,

karena segala jenis formulir diadakan oleh KPU Provinsi. KPU Kabupaten hanya diberi

wewenang untuk mengadakaa satinaa A.DPf, A.DPTb (berisi nama-nama Pemilih yang

telah ditetapkan melalui rapat pleno),
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[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu' Para Teradu' dan bukti dokumen

serta fakta yang terungkap a"f"- 
"ia""S 

pemeriksaan' DKPP berpendapat;

t4.3.U Dalil Teradu II, VI dan VII bersama-sama mengeluarkan Pengadu pada Pleno

Rekapitulasi tingkat PPx Kecamatan Mamuju ' terungkap fakta Pengadu hadir pada

pleno yang dilaksana-kan ,"U" t""ttt' 30 
Aptil 2-0-1-9 tIt""U't tanpa rnembawa mandat

dari DPC PDl-Perjualgan'f"i'pt*-" Mamuju' .Berdasarkaa 
bukti Surat Mandat DPC

PDl-Perjuangan r"u"ptt"'Iiiilt'1' llo-o' O87O/SM DPc-o3lN l2ol9 tanggal 14

April 2019 tertera nama i"ii' at" Samsu Alam selaku saksi mandat PDIP untuk

Rekapiturasi tingkat K"";;; Mamuju. pengadu hadir pada pukul 20.00 *ITA dan

iangsung mempertanyak}i-t"U"'"a"* Formulir Model A'DPK serta meragukan

Pemilih DPT yang diduga sebagai Pemilih 
- 
DPK' Teradu VII menjelaskan kepada

Pengadu bahwa tahapai-y*g 
-""a"t'g 

berlangsung adalal rekapitulasi perolehan

suara, bukan verilikasi a.t. p"-mlit . seteur, mendaf,at penjelasan tersebut, Pengadu

kemudian berpindah rn";;tfi;"* RekaPitulasi.di tingkat Kecamatan Simboro yang

dilaksarrakan bersamaan ii Rsiama Haji provinsi sulawesi Barat. selanjutnya pada

tanggal 23 April 2019, untuk mempercaPat proses rekapitulasi pleno di Kecamatan

Mamuju dan Simboro, ;i; t"*nitlui ailat<sanakul} d"t'g"t 3 s'd 4 panel' oleh

karena itu dibutuhkan iamuarr.n 
-""t 

si dari partai politik untuk mengikuti masing-

masing panel rekapitulasi' Teradu VI sempat mengizinkan Pengadu mengikuti

rekapitulasi tingtat kecamatan Mamuju dengan catatan segera men,'usulkan surat

mandat. Namun pada tanggal 24 April 2019 surat mandat dari DPC PDl-Perjuangan

yang diterima Teradu vt f,tap fidak mencantumkan nama Pengadu sebagai saksi'

Kemudian pada tanggal i 
-o'"i 

ZOf S' Pieno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mamuju

masih berlangsung, Pengadu kembali hadir serta mempertanyakan ketimpangan data

pengguna hak pitih DPT";; o"x' Jtt' itu Terldu VI menjelaskan tidak ada tindakan

mengubah data perolehan hasil suara' namun hanya mencerrnati DPT yang harus

sesuai dengan DprHp-2. Setelah tidak dapat menerima penjelasan Teradu VI, Pengadu

rnemaksa untuk melakukuo pt'""'*'tan ulang dan membuka Plano DAA- I serta

menolak mengisi po.- rraJ"r',nA2.Kpu. Terungkap fakta Teradu II vans melakukan

monitoring rekapitulasi tingkat PPK Mamuju.turut menyaiankan Pengadu untuk

mengisi Form keberatan. p"Ig.a" tetap mentlak sehingga menyebabkan keributan di

lokasi rekapitulasi. Untuk Lengendalikan suasalla' Teradu II meminta aparat

keamanan mengeruarkan eengaau dari forum preno. DKpp berpendapat tindakan

Teradu II tersebut aapat diblnarkan menurut hukum dan etika' Teradu II ikut

bertanggungjaw"U u,,t"t menjamin pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat PPK

Kecamata,n Mamuju U"':"f" a""g"" tertib' Sebagaimana ketentuan Pasai 10 ayat (2)

huruf f Peratural KPU Nomor + tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Peroiehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum' saksi wajib membawa dan

menyerahkalSuratmand.atyangditandatanganiolehPimpinanPartaiPolitiktingkat
kabupaten/kota atau ;;*u"l d atasnya' Selain harus mernbawa maldat' Pengadu

semestinya tidak memicu*keributan da-lam pleno rekapitulasi. sebagai sekretaris DPC

PDIP Kabupaten Mam;ju, Pengadu ""*""ti"yu 
mempercayakan proses rekapitulasi

kepada saksi yang tel; dimandatkan, serta rdeminta saksi untuk mengisi formulir

keberatan jika tetap tidak dapat menerima pefljelasan penyelenggara Pertrilu tingkat

kecamatan Dengan demikian- datil aduan Pengadu tidak terbukti dan j awabal para

Teradu meYakinkan DKPP;

[4.3.21 Dalii Teradu I, II, III, IV dan V tidak cermat dalam pendistribusian logistik

Pemilu dengan tidak menyiapkan Form Model A-DPK-KPU' Para Teradu bera-lasan

Form Model A.DpK-Kpu firemang tidak tersedia di tingkat KPU Kabupaten Mamuju'

FormModelA'DPK-KPUyangdimaksudparaTeraduberupaFormyangberisinama.
nama Daftar pemilih xt r"rrJ@px) yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPtb. HaJ itu*
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disebabkan KpU Kabupaten Mamuju telah melakukan Rapat pleno Terbuka

Pembatalan Keputusan KPU Katupaten Mamuju Nomor 162'a/HK 03' I-

KptlT602lit(DU-Kab/IV/ 20 19 tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor

162lHK.03.1-Kp tlT602ll$|V-Kab/IV/2019 tentang Penetapan DPT Hasil Perbaikan

Ketiga tanggal il April ZoiS' ;p"t Pleno tersebut berdasarkan Surat Edaran KPU RI

Nomor 651/PL.02.l-SD/o IiKPU /N l2}lg perihal Pelaksanaan Putusan MK Nomor

2O/PUU-XV[/2019 dan fit'aAt f''njt't Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan

Ketiga tanggal 9 April 2019' Dengan demikian menurut Para Teradu tidak ada lagi DPK

untuk disampaikan ke masing-tasing TPS karena. telah d,ibatalkan. selain itu Para

Teradu juga merujuk surat Kp"u Rt Nomor 13T6lpp.ro.2-sD/07/Kpu/xl/2018 perihal

Pengadaaa Logistik di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018' dimana

para Teradu merasa tidak mem iki kewenangan mengadakaa Formurir lrrodel A.DPK-

KPU. Para Teradu hanya atput t"tguaakan salinan A DPT dan A'DPTb yang telah

ditetapka! melalui .up.t pt"to' Rkan Ietapi dalam persidangan terungkap para Teradu

tidak mengetahui pasti siapa yang harus menyiapkan Form A'DPK-KPU' Terkait

penggunaan hak piiih u"9 e"*iiltt iatagori DPK pada hari pemungutan' Para Teradu

beralasan tidak perlu aiiaftar terlebih J"h"lu d"1"* Form A'DPK-KPU' tetapi cukup

mengacu pada C7.DPK-KPU' DKPP berpendapat alasan para Teradu tidak dapat

dibenarkan menurut trrt,rn dan etika' Blrdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan

(5) Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam

Negeri, pemilih dalam DpK didaftar di Tps sesuai dengan alamat yang tertera dalam

KTP-eI menggunakan Formulir Model A'DPK'KPU' Selain itu mengacu pada ketentuan

Pasal 27 ayat (4) pe."tu.a" KPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma' Standar'

Prosedur,KebutuhanPengadaandarrPendistribusianPerlengtapanPenyelenggaraal
pemilihan Umum, intiiya mengatur sekretariat KPU/ KIP Kabupaten/ Kota

melaksanakan pengadaan d"k"ngun p"tlengkapan lainnya berupa alat perleng|<apan

TPS. Para Teradu seharusnya memahami Formulir Model A'DPK'KPU merupakan

bagian dari kebutuhan alat perlengkapan pemungutan suara di TPS yang harus

disiapkan Para Teradu. Haf iiu untuk menjamin transparansi daftar pemilih dalam

proses pemungutan suara' baik pemilih katagori DPT' DPTb'' maupun DPK Dengan

demikiandaliladuanPengaduterbuktidanJawabarrParaTeradutidakmeyakinkan
DKPP. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf e dan Pasal 17 huruf

b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[4.3.3] Berkenaan dengan Teradu VI dan Teradu VI berdasarkan Pasal 32 ayat t huruf

b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentaflg Perubahan Atas Peratura! DKPP

Nomor3Tahun20lTTentangPedomanBeracaraKodeEtjkPenyelenggaraPemilu.
DKpp melakukan pemeriksaan terhadap PPK yang diduga melakukan peianggaran

kode elik bersama KPU Kabupaten/Kota' Dalam sidang pemeriksaan tanggal 2

September2olgterungkapfaktaTeraduVldanTeraduVlltelahberakhirmasa
jabatannya dan tidak lagi berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu'

14.41 Menimbang da-lil

mempertimbangkan'
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Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk

V. XEStrIPUI"AN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana

diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawabar dan

ketelanganParaTeradu,danmemeriksasegalabuktidokumenPengadudanPara
Teradu, serta keterangan Pihak Terkait dan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu menyimpulkan bahwa: )rr'



[5.1t Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan

Pengadu;

1s.Zj eengaau memiliki kedudukan hukum (legat standing) untuk mengajukan

pengaduan a quo;

isii r"r.al-, 
-I, 

Teradu II, Teradu III, Teradu N 9- Teradu v terbukti melakukan

p"f"t gg"rut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSXAN

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagian;

2. Menjatuhkan Salksi eeringatl Keras kepada Teradu I Hamdan Dangkang' Teradu

II Asriani, Teradu III Ahmad Amran Nur' Teradu IV Hasdaris dan Teradu V

Muhammad Rivai masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mamuju;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Suiawesi Barat untuk

meialsanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi

p elaksarraan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan

PenyelenggaraPemilihanUmum,yakniHarjonoselakuKetuamerangkapAnggota;
AlfrtraSalam,TeguhPrasetyo,Muhammad,IdaBudhiati,danRahmatBagiamasing-
masing sebagai Anggota, p"a. n.ti Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua

Ribu Sembilan Belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum

pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilaa Beias

oleh Alfitra Salam, Tegu-i prasetyo, Muhammad, Ida Budhiati masing-masing sebagai

Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Alfltra Salam

ftd
Muhammad

Ttd
Teguh PrasetYo

Ttd
Ida Budhtetl

AsliPutusaninitelahditandatanganisecukupnya,dandikeluarkansebagaisalinan
yang sama bunyinYa.
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